
DAFTAR PUSTAKA 

 

A. BUKU 

Abdurrahman, 1979, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di 

Indonesia, Alumni, Bandung. 

Annggriani , Jum,2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta 

AZ Lukman Santoso, 2016, Hukum perikatan, Setara Press, Malang 

Faisal King, 2017, Teori Peraturan Perundang- Undangan dan Aspek 

Pengujiannya,Thafa Media,  Yogyakarta 

Fajar Mukti, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris , Pustaka pelajar, 2010, Pustaka fajar, Yogyakarta 

Jeddawi, Murtir, 2012, Hukum Administrasi Negara, Total Media, Yogyakarta. 

Hadjon, Philipus M, et.al.,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan 

Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

Huda Ni’matul, & R Nazriyah, SH, MH,2011, Teori & Pengujian Peraturan 

Perundang- Undangan, Nusa Media, Bandung 

Ilmar, Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, 

Jakarta. 

Irawan Candra, 2013, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum ekonomi Indonesia, 

Mandar Maju , Bandung.  

Analisis Yuridis Kompleksitas Permasalahan Tata Kelola Hilir Gas Bumi di Indonesia
Dhona Hanifatul Umma, Dyah Ayu Widowati S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Kelsen, Hans 2007, Teori hukum dan Negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum 

Deskriotif- Empiris, Alih Bahasa Drs. H. Somardi,  BEE Media 

Indonesia, Jakarta 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018, Neraca Gas Bumi 2018 

- 2027, Jakarta. 

Latief Abdul,2005, Hukum Peraturan dan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada 

Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta. 

Lotulung  Paulus Effendi,1993, Beberapa sistem tentang control segi hukum 

terhadap pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung 

Manan Bagir, 1995, Empat Tulisan Tentang Hukum, Program Pascasarjana 

BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjajaran, Bandung 

Manan Bagir dan Kuntana Magnar, 1997,Beberapa Masalah Hukum Tata 

Negara Indonesia. Alumni, Bandung 

Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

P, A.Rinto, 2014, Proyek Hulu Migas Evaluasi dan Analisis Petrokimia, 

Petromindo, Jakarta Selatan. 

Parlindungan,A.P, 2008,Komentar Atas Undang- Undang Pokok Agraria 

(Cetakan kesembilan), Mandar Maju, Bandung, 

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2013, Kajian Substitusi 

Gas dengan Energi Lain Pada Sektor Industri. 

Santoso Lukman AZ, 2016, Hukum perikatan, Setara Press, Malang. 

Analisis Yuridis Kompleksitas Permasalahan Tata Kelola Hilir Gas Bumi di Indonesia
Dhona Hanifatul Umma, Dyah Ayu Widowati S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Sedarmayanti, Dra., M.Pd, 2004,Good governance ( kepemerintahan yang 

baik) bagian kedua membangun sistem manajemen kinerja guna 

meningkatkan produktivitas menuju good governance (kepemrintahan 

yang baik), Mandar Maju, Bandung 

Soekanto Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia 

(UI) Press, Jakarta. 

Soemantri Sri M., 1982, Hak Menguji Materiil di Indonesia, Alumni, Bandung 

Tjandra,W. Satriawan 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma 

Jaya, Yogyakarta 

Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

B. ARTIKEL JURNAL 

Badan Percepatan Pembangunan Nasional, 2012, Percepatan pembangunan 

Industri Gas Bumi, Laporan Akhir Kajian, Direktorat Sumber Daya 

Energi, Mineral dan Pertambangan 

 

Cahya Utama, Adhitya, Berly Martawardaya, “Dampak Kebijakan Unbundling 

Terhadap Bisnis Niaga Gas Bumi Pada Sektor Industri”, Jurnal 

Kebijakan Ekonomi, Vol 10, No. 2, 2015. 

Hanan Nugroho,“Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia: Tantangan 

dan gagasan”, Jurnal perencanaan pembangunan, Vol, No. IX, 2004.  

Analisis Yuridis Kompleksitas Permasalahan Tata Kelola Hilir Gas Bumi di Indonesia
Dhona Hanifatul Umma, Dyah Ayu Widowati S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Nuzul, Rahmayani, Open Access dan unbundling dalam Tata Kelola Gas Bumi 

Indonesia ditinjau dari Prespektif Ekonomi Kerakyatan, Jurnal Law and 

Justice, Vol. 1 No. 1, Oktober 2016. 

Sowards, 1998 “The International monetary fund and implications of the 1997-1998 

Negotiations with Indonesia ; dalam The Indonesian quarterly, Vol 

XIIVI/1998, No.3 

Sulaiman, “Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas yang Berkeadilan di 

Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18, No. 2, 2016.  

Yursta, Ananda Prima “Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara 

Terhadap Pengeloaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil,Rechtsvinding, Vol.5 No.3,2016 

 

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Undang Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok 

Agraria 

 

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

Analisis Yuridis Kompleksitas Permasalahan Tata Kelola Hilir Gas Bumi di Indonesia
Dhona Hanifatul Umma, Dyah Ayu Widowati S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 

Minyak dan Gas Bumi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi 

Nasional 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana. 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 

tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan 

serta Harga Gas Bumi 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 

tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir 

Migas 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal 

Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945 

D. ARTIKEL MAJALAH/KORAN 

Perusahaan Gas Negara, PGN Inside, edisi 59, 2013  

E. INTERNET  

 Abraham, “Solusi Polemik Open Access: Wajibkan Trader Gas Bangun 

Infrastruktur Baru”, http://www.dunia-energi.com/solusi-polemik-

Analisis Yuridis Kompleksitas Permasalahan Tata Kelola Hilir Gas Bumi di Indonesia
Dhona Hanifatul Umma, Dyah Ayu Widowati S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.dunia-energi.com/solusi-polemik-open-acces-wajibkan-trader-gas-bangun-infrastruktur-baru/


open-acces-wajibkan-trader-gas-bangun-infrastruktur-baru/, diakses 4 

Januari 2019 

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi “Regulasi : Teori dan Praktek Kasus Sektor ICT, 

https://dokumen.tips/documents/regulasi-teori-dan-praktek-insteps-

kebijakan-dan-regulasi-ictsessi-3.html, diakses pada 16 Juli 2019 

Pusat Studi Energi  UGM, https://pse.ugm.ac.id/event/fgd-tata-kelola-gas-

bumi/, diakses pada 18 Juli 2019 

 

 

Analisis Yuridis Kompleksitas Permasalahan Tata Kelola Hilir Gas Bumi di Indonesia
Dhona Hanifatul Umma, Dyah Ayu Widowati S.H., M.Kn
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.dunia-energi.com/solusi-polemik-open-acces-wajibkan-trader-gas-bangun-infrastruktur-baru/
https://dokumen.tips/documents/regulasi-teori-dan-praktek-insteps-kebijakan-dan-regulasi-ictsessi-3.html
https://dokumen.tips/documents/regulasi-teori-dan-praktek-insteps-kebijakan-dan-regulasi-ictsessi-3.html
https://pse.ugm.ac.id/event/fgd-tata-kelola-gas-bumi/
https://pse.ugm.ac.id/event/fgd-tata-kelola-gas-bumi/

